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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.  
Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan yang lain) 
(Q.S Alam Nasyiroh: 6-7) 
 
Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta 
orang-orang sabar 
(Q.S Al-Baqarah: 153) 
 
Selalu berikan yang terindah  untuk persahabatan, jika dia harus tahu musim 
surutmu biarlah dia mengenal pada musim pasangmu. Sebab apa makna 
persahabatan jika sekedar mengisi waktu  senggang? 
Carilah ia untuk bersama menghidupkan sang waktunya. 
(Kahlil Gibran) 
 
Peace, Love, Unity, Respect 
(SLANK) 
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Alhamdulilah penulis panjatkan kehadirat-Nya atas limpahan Rahmat-Nya sehingga 
penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “UPAYA EFEKTIF DPPKA 
DALAM RANGKA MENGURANGI PELANGGARAN PENYELENGGARAAN 
REKLAME DI KOTA SURAKARTA”.  Tugas Akhir ini disusun untuk melengkapi 
tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Ahli Madya Program 
Studi Diploma III Perpajakan pada Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret 
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Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa bantuan dari 
berbagai pihak sangat membantu dalam menghadapi setiap kesukaran dan hambatan. 
Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada: 
1. Allah SWT, terima kasih atas semua pertolongan, kesempatan hidup, dan belajar 
yang Engkau berikan. 
2. Nabi Muhammad SAW, syafaatmu aku nantikan. 
3. Bapak Prof. Dr. Bambang Sutopo, M.com, Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
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Sebelas Maret Surakarta. 
5. Ibu Arum Kusumaningdyah Adiati, SE, MM., Ak., selaku Dosen Pembimbing 
yang telah berkenan menyediakan waktu dalam membimbing dan mengarahkan 
penulis selama penyusunan Tugas Akhir ini. 
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya selama ini. 
7. Bapak Henry beserta staf lainnya di DPPKA Kota Surakarta yang telah 
memberikan bantuan kepada penulis dalam penyelesaian Tugas akhir. 
8. Bapak dan Ibu tersayang yang dengan tulus memberikan kasih sayang, doa restu, 
serta dorongan (karena ridhlomu aku bisa meraih semua ini). 
9. Kakak-kakak-ku tercinta yang telah memberiku inspirasi serta semangat. 
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10. Plombeer (Mayeng, Memed, Jahe, Pete, Andika, Mbo-Nyet, Botak) terima kasih 
sudah menjadi soul mates ku dari SMA.”gag ada perceraian dalam pertemanan 
kita”  
11. Sahabat-sahabatku, Andri, Bobby, Panjek, Husin Anom, Jablay, Sustika, Suryo, 
Reny., Tedjo terima kasih sudah menjadi sahabatku senasib seperjuangan. 
12. Keluarga Cemara (Faat, Rizky, Rastria, Dita, Yohanes) terima kasih atas 
kebersamaan dan kekompakan kalian selama ini. 
13. Semua teman-temanku Perpajakan A dan B Angkatan 2006 (Fitra, Kenteng, 
Cutik, Utomo. Vincent, Pepe, Deni, Item, Pulung, dan yang tidak bisa kusebutkan 
satu persatu), adik-adik tingkat (Perpajakan A dan B Angkatan 2007, 2008, 2009, 
Akuntansi , MI ), JCI Chapter Solo, Slankers Club Solo, ISSO, Pasoepati terima 
kasih buat semuanya, semoga kalian tetap bersatu dalam perdamaian. 
14. SLANK, Bob Marley, Rolling Stones, My Scooter Love, yang menjadi inspirasi 
ku, semangat hidup ku dalam menjalani hidup dengan apa adanya. Peace Love 
Unity Respect!!! 
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu 
penulis baik secara langsung maupun tidak langsung 
Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih banyak 
kekurangan serta jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang 
membangun sangat penulis harapkan. Harapan penulis semoga Tugas Akhir ini 
bermanfaat bagi pembaca. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb 
Surakarta,                2010 
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A. GAMBARAN UMUM 
1. Sejarah dan Perkembangan DPPKA Surakarta 
  Setelah Proklamasi kemerdekaan RI, sampai dengan tahun 1946 di 
Surakarta terjadi konflik sehubungan dengan adanya pertentangan pendapat 
antara pro dan kontra Daerah Istimewa. Hal ini dapat diredam untuk 
sementara waktu oleh Pemerintah dengan mengeluarkan Surat Penetapan 
Pemerintah tanggal 15 Juli 1946 Nomor 16/ S-D yang menetapkan Daerah 
Surakarta untuk sementara sebagai daerah karesidenan dan dibentuk daerah 
baru dengan nama Kota Surakarta. 
 Peraturan yang telah ada tersebut kemudian disempurnakan dengan 
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1947 yang menetapkan 
Kota Surakarta menjadi Haminte Kota Surakarta. Kota Surakarta pada waktu 
itu terdiri dari 5 wilayah kecamatan dan 44 kelurahan, karena 9 kelurahan di 
wilayah Karanganyar belum diserahkan. Pelaksanaan penyerahaan 9 
kelurahan dari Kabupaten Karanganyar itu baru terlaksana pada tanggal 9 
September 1950. Pelaksana teknis pemerintah Haminte Kota Surakarta terdiri 
atas jawatan. Jawatan tersebut antara lain jawatan Sekretariat Umum, 
Keuangan, Pekerjaan Umum, Sosial, Kesehatan, Perusahaan P. D. & K, 
Pamong Praja, dan jawatan Perekonomian. Penerimaan Pendapatan Daerah 




 Dengan dikeluarkannya keputusan DPRDS Kota Besar Surakarta Nomor 
4 Tahun 1956 tentang Perubahan Struktur Pemerintahan, maka Jawatan 
Umum diganti menjadi Dinas Pemerintahan Umum yang terbagi dalam 
urusan-urusan dan setiap urusan-urusan tersebut terbagi lagi dalam bagian-
bagian. 
 Dengan adanya perubahan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk 
penanganan pajak sebagai pendapatan daerah yang sebelumnya ditangani oleh 
Jawatan Keuangan kini ditangani lebih khusus oleh Urusan Pajak. 
Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kota Surakarta 
tanggal 23 Februari 1970 No. 259/ X. 10/ Kp. 70 tentang Struktur Organisasi 
Kotamadya Surakarta termasuk Dinas Kepentingan Umum diganti menjadi 
bagian dan bagian itu membawahi urusan-urusan sehingga dalam Dinas 
Pemerintahan Umum, Urusan Pajak diganti menjadi Bagian Pajak. 
 Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya 
Surakarta tanggal 30 Juni 1972 No. 162/ Kep/ Kdh. IV/ Kp. 72 tentang 
Penghapusan Bagian Pajak dari Dinas Pemerintahan Umum karena bertalian 
dengan pembentukan dinas baru. Dinas baru tersebut adalah Dinas 
Pendapatan Daerah yang kemudian sering disingkat DIPENDA. Dinas 
Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan langsung 
dan bertanggung jawab kepada Walikota. Pada saat itu Dinas Pendapatan 
Daerah dibagi menjadi empat seksi, yaitu Seksi Umum, Seksi Pajak Daerah, 
Seksi Pajak Pusat/ Propinsi yang diserahkan kepada Daerah dan Seksi 
Doleansi/ P3 serta Retribusi dan Leges. Masing-masing seksi dipimpin oleh 
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Kepala Seksi yang dalam menjalankan tugasnya langsung di bawah pimpinan 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah. 
 Tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah waktu itu adalah sebagai 
pelaksana Walikota dibidang perencanaan, penyelenggaraan, dan kegiatan 
dibidang pengelolaan sektor-sektor yang merupakan sumber pendapatan 
daerah. Berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1957 tentang 
Pajak Daerah, terdapat 13 macam Pajak Daerah di Kota Surakarta yang 
wewenang pemungutan dan pengelolaannya ada pada DIPENDA. Tetapi saat 
itu baru 4 macam Pajak Daerah yang dijalankan dan telah ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah, yaitu dapat disebutkan sebagai berikut. 
a. Pajak Pertunjukan yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1992. 
b. Pajak Reklame yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 11 Tahun 1971. 
c. Pajak Anjing yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 54 Tahun 1953. 
d. Pajak Penjualan Minuman Keras yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 
12 Tahun 1971. 
 Disamping itu DIPENDA juga bertugas mengelola Pajak Negara yang 
diserahkan kepada daerah, yaitu sebagai berikut. 
a. Pajak Potong Burung yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 
1959. 
b. Pajak Pembangunan I yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 8 Tahun 
1960. 
c. Pajak Bangsa Asing yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 
1970. 
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d. Pajak Radio yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1957. 
 Terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD 7/ 12/ 41-
101 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II makin 
memperjelas keberadaan Dinas Pendapatan Daerah disesuaikan dengan 
Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Mei 1988 No. 473-442 tentang 
Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Daerah 
lainnya telah mengakibatkan pembagian tugas dan fungsi dilakukan 
berdasarkan tahapan kegiatan pemungutan pendapatan daerah yaitu 
pendataan, pemetaan, pembukuan dan seterusnya. Sistem dan prosedur 
tersebut dikenal dengan MAPADA (Manual Pendapatan Daerah). Sistem ini 
diterapkan di Kotamadya Surakarta dengan terbitnya Peraturan Daerah No. 6 
Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan 
Daerah Tingkat II. 
 Dengan berjalannya waktu penataan pemerintahaan Kota Surakarta 
kembali mengalami perbaikan, dengan pertimbangan-pertimbangan yang 
matang Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II dirubah menjadi Peraturan 
Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kota Surakarta. Dalam peraturan baru ini nama Dinas Pendapatan 
Daerah (DIPENDA) berubah menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Asset atau yang sering disebut dengan DPPKA. Peraturan 
Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat 
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Daerah Kota Surakarta ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2009. Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset dalam melaksanakan tugas 
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Saat ini Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset atau DPPKA dibagi kedalam 
bidang-bidang yang dipimpin langsung oleh seorang Kepala Dinas. Masing-
masing bagian dipimpin oleh Kepala Bagian atau biasa disebut Kabag yang 
dalam menjalankan tugasnya langsung di bawah pimpinan dan langsung 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
dan Asset. 
 
2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi DPPKA 
 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset adalah unsur 
pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, 
dan asset daerah yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Surakarta. DPPKA Surakarta 
mempunyai tugas pokok seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah No. 
6 Tahun 2008 Pasal 34 ayat (2) yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. 
Fungsi DPPKA antara lain dapat disebutkan sebagai berikut.   
a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas; 
b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan 
pelaporan; 
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c. Penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan wajib 
retribusi; 
d. Pelaksanaan perhitungan, penetapan angsuran pajak dan retribusi; 
e. Pengelolaan dan pembukuan penerimaan pajak dan retribusi serta 
pendapatan lain; 
f. Pelaksanaan penagihan atas keterlambatan pajak, retribusi dan pendapatan 
lain; 
g. Penyelenggaraan pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan 
akuntansi; 
h. Pengelolaan asset barang daerah;  
i. Penyiapan penyusunan, perubahan, dan perhitungan anggaran 
pendapatan dan belanja daerah; 
j. Penyelenggaraan administrasi keuangan daerah; 
k. Penyelenggaraan sosialisasi; 
l. Pembinaan jabatan fungsional; 
m. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). 
 
3. Struktur Organisasi DPPKA Surakarta 
Struktur organisasi yang baik perlu diterapkan untuk 
mempermudah dalam pengawasan manajemen agar pelaksanaan suatu 
kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Penetapan struktur organisasi 
yang jelas sangat diperlukan sesuai dengan bagian masing-masing. 
Adapun tujuan disusunnya struktur organisasi adalah sebagai berikut. 
a. mempermudah dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan, 
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b. mempermudah pimpinan dalam mengawasi pekerjaan bawahan, 
c. mengkoordinasi kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, 
d. menentukan kedudukan seseorang dalam fungsi dan kegiatan 
sehingga mampu menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya. 
Adapun susunan organisasi DPPKA Surakarta menurut Peraturan 
Daerah Nomor 6 Tahun 2008 adalah sebagai berikut. 
a. Kepala. 
b. Sekretariat, membawahi: 
1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
2) Subbagian Keuangan; 
3) Subbagian Umum dan Kepegawaian. 
c. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi, membawahi: 
1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan; 
2) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data. 
d. Bidang Penetapan, membawahi: 
1) Seksi Perhitungan; 
2) Seksi Penerbitan Surat Ketetapan. 
e. Bidang Penagihan, membawahi: 
1) Seksi Penagihan dan Keberatan; 
2) Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain. 
f. Bidang Anggaran, membawahi: 
1) Seksi Anggaran I; 
2) Seksi Anggaran II. 
g. Bidang Perbendaharaan, membawahi: 
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1) Seksi Perbendaharaan I; 
2) Seksi Perbendaharaan II. 
 
h. Bidang Akuntansi, membawahi: 
1) Seksi Akuntansi I; 
2) Seksi Akuntansi II. 
i. Bidang Asset, membawahi: 
1) Seksi Perencanaan Asset; 
2) Seksi Pengelolaan Asset. 
j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). 
k. Kelompok Jabatan Fungsional. 
Dalam struktur organisasi yang baru ini Sekretariat dipimpin oleh 
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas. Sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional 
dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua 
Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Subbagian 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang bersangkutan. 
Untuk bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang atau 
Kabid yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas yang bersangkutan. 
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Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi DPPKA  menurut 
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4. Deskripsi Tugas Jabatan Struktural 
a. Kepala Dinas  
Kepala Dinas mempunyai tugas yang cukup berat yaitu melaksanakan 
urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah. 
Uraian tugas seorang Kepala adalah sebagai berikut. 
1) Menyusun rencana strategis dan program kerja tahunan dinas 
sesuai dengan Program Pembangunan Daerah, 
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta 
pemerataan tugas, 
3) Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan 
pelaksanaan tugas. 
b. Sekretariat 
Sekretariat yang posisinya dibawahi langsung oleh Kepala Dinas 
mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, perijinan, 
kepegawaian, dan keuangan sesuai dengan kebijakan teknis yang 
ditetapkan oleh Kepala Dinas. Sekretariat juga bertugas untuk 
melaksanakan penyusunan rencana strategis dan program kerja 
tahunan Dinas, mengadakan monitoring dan pengendalian serta 
evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan kebijakan teknis yang 
ditetapkan oleh Kepala Dinas. 
Sekretariat membawahi subbagian-subbagian sebagai berikut.  
1) Sub bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan 
Subbagian ini mempunyai tugas untuk mengumpulkan, mengolah, 
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dan menyajikan data sebagai bahan penyusunan rencana strategis 
dan program kerja tahunan Dinas. Selain itu juga bertugas sebagai 
pelaksana/ melaksanakan monitoring dan pengendalian, analisa dan 
evaluasi dan serta menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana 
strategis dan program kerja tahunan Dinas. 
2) Subbagian Keuangan 
Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
administrasi keuangan. 
3) Subbagian Umum dan Kepegawaian 
Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas yang cukup 
banyak yaitu melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, 
penggandaan, administrasi perijinan, perjalanan dinas, rumah 
tangga, pengelolaan barang inventaris, pengaturan penggunaan 
kendaraan dinas dan perlengkapannya, hubungan masyarakat, 
sistem jaringan dokumentasi, informasi hukum, dan administrasi 
kepegawaian. 
c. Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Dokumentasi 
 Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Dokumentasi mempunyai 
tugas yang penting yaitu menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan 
dibidang pendaftaran dan pendataan serta dokumentasi dan pengolahan 
data sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala 
Dinas. 
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Bidang Pendaftaran, Pandataan, dan Dokumentasi membawahi seksi-
seksi sebagai berikut. 
1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan 
Seksi ini mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran, pendataan 
dan pemeriksaan di lapangan terhadap Wajib Pajak Daerah (WPD) 
dan Wajib Pajak Retribusi Daerah (WRD). 
2) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data 
Tugas dari Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data adalah 
menghimpun, mendokumentasi, menganalisa dan mengolah data 
Wajib Pajak Daerah dan Wajib Pajak Retribusi Daerah. 
d. Bidang Penetapan 
 Bidang Penetapan bertugas menyelenggarakan pembinaan dan 
bimbingan dibidang penghitungan, penerbitan Surat Penetapan Pajak 
dan Retribusi serta penghitungan besarnya angsuran bagi pemohon 
sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. 
Bidang Penetapan membawahi seksi-seksi sebagai berikut. 
1) Seksi Perhitungan 
Seksi Perhitungan mempunyai tugas melaksanakan penghitungan 
dan penetapan besarnya pajak dan retribusi. 
2) Seksi Penerbitan Surat Ketetapan 
Seksi Penerbitan Surat Ketetapan mempunyai tugas menetapkan 
Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Retribusi (SKR), 
dan surat-surat ketetapan pajak lainnya. 
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e. Bidang Penagihan 
 Bidang Penagihan mempunyai tugas menyelenggarakan 
pembinaan dan bimbingan dibidang penagihan dan keberatan serta 
pengelolaan penerimaan sumber pendapatan lain sesuai dengan 
kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. 
Bidang Penagihan membawahi seksi-seksi sebagai berikut. 
1) Seksi Penagihan dan Keberatan 
Tugas yang dipikul adalah melaksanakan penagihan tunggakan 
pajak daerah, retribusi daerah dan sumber pendapatan lainnya serta 
melayani permohonan keberatan dan penyelesaiannya. 
2) Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain 
Seksi ini bertugas mengumpulkan data sumber-sumber penerimaan 
lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 
f. Bidang Anggaran 
Bidang Anggaran ini bertugas untuk membuat rencana anggaran 
penerimaan pajak, retribusi, dan rencana pembelanjaan keperluan 
instansi serta mengatur pengeluaran-pengeluaran dana yang telah 
dianggarkan atau direncanakan. 
Bidang Anggaran terdiri dari dua seksi yang merupakan satu 
kesatuan tim kerja, yaitu sebagai berikut. 
1) Seksi Anggaran I; 
2) Seksi Anggaran II. 
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g. Bidang Perbendaharaan 
Bidang Perbendaharaan memegang peranan sebagai pemegang dana 
dalam instansi, yang juga dibantu oleh dua kelompok seksi. 
1) Seksi Perbendaharaan I; 
2) Seksi Perbendaharaan II. 
h. Bidang Akuntansi 
Bidang ini mempunyai tugas sebagai pencatat segala bentuk kegiatan 
pendanaan, yang kemudian dibuat laporan sebagai pertanggung 
jawaban kepada Kepala Dinas. 
Bidang Akuntansi membawahi seksi-seksi sebagai berikut. 
1) Seksi Akuntansi I; 
2) Seksi Akuntansi II. 
i. Bidang Asset 
Bidang Asset bertugas untuk mencatat dan mengelola semua asset 
yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta. 
Bidang Asset membawahi seksi-seksi sebagai berikut. 
1) Seksi Perencanaan Asset 
Seksi ini mempunyai tugas merencanakan dan mengembangkan 
semua asset yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota Surakarta 
sehingga dapat berguna bagi masyarakat dan pemerintah. 
2) Seksi Pengelolaan Asset 
Seksi ini bertugas sebagai pelaksana rencana yang telah dibuat oleh 
Seksi Perencanaan Asset dan juga sebagai pengelola asset-asset 
tersebut 
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j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 
UPTD bertugas untuk memungut dan mengelola Pajak Retribusi 
Daerah Kota Surakarta. 
k. Kelompok Jabatan Fungsional 
Kelompok ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala 
Dinas pada Cabang Dinas di Kecamatan. 
 
5. Tata Kerja DPPKA 
Dalam melaksanakan tugasnya DPPKA Kotamadya II Surakarta 
mendapatkan pembinaan teknis fungsional dan DPPKA Tingkat I Jawa 
Tengah. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas menerapkan prinsip-
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi baik dalam 
lingkungan DPPKA sesuai dengan bidang tugasnya. Kepala Sekretariat, 
Kepala Seksi, Kepala Unit Penyuluhan, dan Kepala Unit Pelaksanaan 
Teknis Dinas harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, 
sinkronisasi, dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-
masing. 
Kepala Sekretariat, para Kepala Seksi, dan Kepala Unit Penyuluhan 
bertanggung jawab memberikan bimbingan/ pembinaan kepada 
bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugasnya menurut 
hierarkhis jabatan masing-masing. Kepala Sekretariat, Kepala Seksi, 
Kepala Unit Penyuluhan, dan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Para Kepala Seksi pada DPPKA 
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bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Sekretariat/ Kepala Bagian 
yang membidanginya. 
Kepala Dinas, Kepala Sekretariat, dan Kepala Seksi di lingkungan 
DPPKA Kotamadya Dati II Surakarta diangkat dan diberhentikan oleh 
Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Surakarta. Kepala Urusan, Kepala 
Seksi, dan Kepala Unit Penyuluhan di lingkungan DPPKA Kotamadya 
Daerah Tingkat II Surakarta diangkat dan diberhentikan oleh 
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta. 
 
6. Visi dan Misi DPPKA 
a. Visi DPPKA 
Visi DPPKA adalah mewujudkan penigkatan pendapatan daerah yang 
optimal untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Surakarta.   
b. Misi DPPKA 
Misi DPPKA adalah sebagai berikut. 
1) Menggali sumber pajak dan retribusi tiada henti. 
2) Meningkatkan pendapatan daerah tiada kenal menyerah. 
3) Mengutamakan kwalitas pelayanan ketertiban. 
 
B. LATAR BELAKANG MASALAH 
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berkembang yang 
memiliki tekad untuk membangun bangsa dan negara agar mampu hidup 
sejajar dengan bangsa dan negara maju lainnya. Pembangunan nasional adalah 
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salah satu cara yang ditempuh pemerintah agar mampu sejajar dengan bangsa 
dan Negara maju lainnya yakni serangkaian upaya pembangunan 
berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan 
negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Tujuan 
nasional yang ingin dicapai adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang 
damai, demokratis, berkeadilan, maju, sejahtera yang didukung dengan 
Sumber Daya Manusia yang mempunyai kesadaran hukum, disiplin, 
menguasai IPTEK, mandiri, dan beriman serta bertaqwa. Sebagai warga 
negara peran serta dalam pembangunan sangat diperlukan baik di bidang 
politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan hukum. 
Saat ini pemerintah telah memaksimalkan peran serta masyarakat dalam 
pembangunan nasional terutama di bidang ekonomi dan khususnya di sektor 
pajak. Pajak merupakan salah satu elemen penting dalam memberikan 
kontribusinya terhadap penerimaan Negara yang berguna bagi kelangsungan 
pemerintahan. Prof. Dr. P. J. A. Adriani dalam manajemen perpajakan 
(2003:10) mendefinisikan pajak sebagai iuran masyarakat kepada negara 
(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya 
menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat 
prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara 
untuk menyelenggarakan pemerintah. 
Setelah kehidupan bertambah maju, kebutuhan manusia bertambah 
banyak. Orang-orang mulai membutuhkan barang hasil produksi untuk 
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memenuhi kebutuhan mereka. Sejak itu persaingan bisnis dan perdagangan 
menjadi semakin marak. Banyak perorangan atau perusahaan yang 
menggunakan jasa reklame untuk menginformasikan produk yang dihasilkan. 
Pajak reklame merupakan salah satu pendapatan daerah yang cukup potensial 
di Surakarta. Pajak reklame sebagai sumber pembiayaan untuk menunjang 
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. PAD secara 
keseluruhan realisasinya dapat tercapai, hal ini dapat dilihat dari kenaikan 
pendapatan dari masing-masing pos khususnya dari pajak reklame. Pada 
dasarnya penyelenggaraan reklame harus melalui permohonan ijin di kantor 
DPPKA Kota Surakarta, setelah itu akan dipungut pajak penyelenggaraan 
reklame berdasarkan tarif ketetapan pajak reklame. Dasar pengenaan pajak 
reklame adalah nilai sewa reklame. Nilai sewa reklame dihitung dengan 
menunjukkan Nilai strategis dan Nilai Jual Obyek Pajak reklame. Tarif pajak 
reklame ditetapkan sebesar 20% dari nilai sewa reklame (Pasal 6-7 PERDA 
No. 5 Tahun 1999). 
Pada kenyataannya di lapangan, terdapat beberapa penyelenggaraan 
reklame yang dilakukan tanpa melalui proses perijinan penyelenggaraan 
reklame. Pelanggaran penyelenggaraan reklame tersebut mengakibatkan 
hilangnya potensi pendapatan dari sektor pajak reklame sebesar ketetapan 
pajak tersebut, sehingga menimbulkan kerugian daerah dalam sektor pajak 
reklame. 
Pajak reklame merupakan salah satu pendapatan daerah yang cukup 
potensial sebagai sumber pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan 
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Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Diantara semua jenis penerimaan 
daerah, pajak reklame memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta 
khususnya DPPKA mempunyai tugas memaksimalkan potensi tersebut, dan 
untuk mewujudkannya, harus didukung dengan adanya kerja sama antara 
aparat pajak dengan masyarakat sebagai Wajib Pajak. 
Hal tersebut menjadikan bahan bagi penulis untuk mengangkat judul 
“UPAYA EFEKTIF DPPKA DALAM RANGKA MENGURANGI 
PELANGGARAN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA 
SURAKARTA”. 
 
C. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan 
berbagai masalah berikut ini. 
1. Seperti apakah pelanggaran-pelanggaran penyelenggaraan reklame yang 
terjadi di Kota Surakarta? 
2. Bagaimanakah dampak yang bisa ditimbulkan akibat pelanggaran 
penyelenggaraan reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila 
tidak ditertibkan? 
3. Upaya dan hambatan apa saja yang ditemui DPPKA Surakarta dalam 




D. TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini sesuai dengan 
permasalahan yang telah dirumuskan di atas adalah sebagai berikut. 
1. Untuk mengetahui berbagai pelanggaran penyelenggaraan reklame yang 
terjadi di Kota Surakarta, 
2. Untuk mengetahui berbagai dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran 
penyelenggaraan reklame tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) apabila tidak ditertibkan, dan 
3. Untuk mengetahui berbagai upaya dan hambatan yang ditemui DPPKA 
Surakarta dalam usaha mengurangi pelanggaran penyelenggaraan reklame 
di Kota Surakarta. 
 
E. MANFAAT PENELITIAN 
Suatu penelitian akan lebih bernilai jika dapat memberikan manfaat bagi 
beberapa pihak. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut.  
1. Bagi DPPKA Surakarta, merupakan sumbangan pikiran yang dapat 
digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan PAD 
dari sektor pajak, khususnya pajak reklame. 
2. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan dan dapat mengaplikasikan 
ilmu di bidang perpajakan yang diperoleh di bangku kuliah ke dalam 
kenyataan yang terjadi di lapangan mengenai pajak reklame. 
3. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan 
menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya. 
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F. METODOLOGI PEMBAHASAN 
1. Metode penelitian 
a. Objek penelitian 
Dalam memperoleh data penelitian, penulis mengambil obyek 
penelitian di DPPKA Kota Surakarta. 
b. Sumber data 
1) Data primer 
Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan 
wawancara. 
2) Data sekunder 
Yaitu data yang diambil dan disusun bersumber dari buku dan 
sumber informasi lainnya. Sumber dokumen yang digunakan 
dalam penulisan ini adalah peraturan perundang-undangan dan 
buku-buku penunjang lainnya. 
c. Jenis data 
Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data 
kuantitatif. Data kuantitatif yang digunakan penulis adalah angka-
angka yang diperoleh dari jumlah target dan realisasi pajak reklame di 
Kota Surakarta tahun 2005-2009, yang  merupakan  5 tahun terakhir 
dalam peyusunan tugas akhir ini. 
2. Metode pengumpulan data 
a. Observasi 
Yaitu pengumpulan data dengan cara pengamatan baik secara 
langsung maupun tidak langsung terhadap obyek penelitian. 
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b. Dokumentasi 
Yaitu pengumpulan data yang berasal dari dokumen atau arsip 
yang ada di DPPKA Surakarta, seperti tabel-tabel, Perda, dan catatan 
lainnya. 
c. Wawancara 
Yaitu pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan 
petugas atau pegawai DPPKA Surakarta, sehubungan data yang 
diperlukan. 
d. Studi pustaka 
Yaitu pengumpulan data dengan cara menginventarisasi dan 
mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan 
dokumen-dokumen lainnya yang ada hubungannya dengan obyek 
penelitian. 
3. Tehnik Pembahasan 
Pembahasan yang akan dilakukan penulis adalah dengan 
melakukan pembahasan deskriptif, yaitu teknik untuk membuat gambaran 
atau deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai objek yang 
diteliti. 
Dalam pembahasan ini, penulis mendeskripsikan tentang jenis-
jenis pelanggaran penyelenggaraan reklame, dampak pelanggaran 
penyelenggaraan reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan upaya 
efektif DPPKA untuk mengurangi pelanggaran penyelenggaraan reklame 
di Kota Surakarta. Di samping itu, penulis juga menggunakan alat 
pendukung untuk memperjelas pembahasan dengan menggunakan 
gambar/foto serta menggunakan tabel, lampiran yang diperoleh langsung 
dari DPPKA Kota Surakarta. 
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BAB II 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. LANDASAN TEORI 
1. Dasar Hukum Pajak Reklame 
a. Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi 
daerah. 
b. Perda No. 5 tahun 1999 tentang pajak reklame. 
c. Keputusan Walikota Surakarta No. 03/DRT/1999 tentang pedoman 
pelaksanaan pajak reklame. 
d. Keputusan Walikota Surakarta No. 4 tahun 2001 tentang pedoman 
pelaksanaan pajak reklame . 
2. Pajak Secara Umum 
Definisi pajak menurut Prof. S. I. Djajadiningrat adalah suatu 
kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara 
disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan 
kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan-
peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak 
ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara 
kesejahteraan umum. (Munawir, 1982:3) 
Menurut Dr. N. J. Feldmann dalam Siti Resmi Edisi III (2007:2) 
mendefinisikan pajak sebagai prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan 




umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata digunakan untuk menutup 
pengeluaran-pengeluaran umum. 
a. Peran Pajak dalam Pembangunan 
Keterkaitan dan peranan pajak terhadap pembangunan nasional 
menjadi lebih nyata melalui pembayaran pajak yang benar oleh seluruh 
wajib pajak. Hanya melalui sumber pembiayaan dari pajak maka 
negara dapat menyediakan sarana dan prasarana untuk masyarakat. 
Basarnya peranan pajak kiranya dapat memberikan kesadaran kepada 
setiap wajib pajak untuk membayar pajak dan menjadi satu 
kebanggaan tersendiri karena telah memberikan kontribusinya dalam 
pembangunan nasional. 
b. Fungsi Pajak 
Menurut Wirawan dan Burton dalam bukunya “Hukum Pajak” 
(2007:10) fungsi pajak adalah sebagai berikut: 
1) Fungsi Budgetair adalah pajak sebagai sumber dana bagi 
pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. 
2) Fungsi Regulerend adalah pajak sebagai suatu alat untuk mencapai 
tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di bidang keuangan. 
3) Fungsi Demokrasi adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu 
penjelmaan atau wajud gotong royong, termasuk kegiatan 
pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. 
4) Fungsi Redistribusi adalah fungsi yang lebih menekankan pada 
unsur pemerataan dan keadilan masyarakat. 
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c. Penggolongan Jenis Pajak 
1) Menurut sifatnya dapat dibagi dua yaitu pajak langsung dan pajak 
tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus 
ditanggung sendiri oleh wajib pajak bersangkutan dan tidak dapat 
dialihkan kepada pihak lain. Pajak tidak langsung adalah pajak 
yang bebanya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain.  
2) Menurut sasarannya atau obyeknya dapat dibagi dua yaitu pajak 
subyektif dan pajak obyektif. Pajak subyektif adalah pajak yang 
memperhatikan kondisi wajib pajak. Pajak obyektif adalah pajak 
yang pada awalnya memeperhatikan obyek yang menyebabkan 
timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari orang 
pribadi maupun badan. 
3) Menurut lembaga pemungutnya dapat dibagi dua yaitu pajak pusat 
dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang wewenang 
pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya 
dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal 
Pajak. Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya 
ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh 
Dinas Pendapatan Daerah. 
d. Sistem Pemungutan Pajak 
1) Official Assessment System 
Merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang 
kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang 
terutang oleh wajib pajak. 
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2) Self Assessment System 
Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 
wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya 
pajak terutang oleh wajib pajak. 
3) With Holding system 
Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 
wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib 
pajak yang bersangkutan) untuk menghitung besarnya pajak 
terutang oleh wajib pajak. 
3. Pengertian Pajak Daerah 
Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi 
atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang 
dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah 
daerah dan pembangunan daerah. (Zain, 2003:13) 
a. Pajak daerah dan retribusi daerah terdiri dari 4 jenis Pajak Daerah TK I 
dan 7 Pajak Daerah TK II meliputi: 
1) Pajak Daerah TK I: 
a) Pajak Kendaraan Bermotor 
b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di 
atas Air 
c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
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d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan 
Air Permukaan 
2) Pajak Daerah TK II: 
a) Pajak Hotel 
b) Pajak Restoran 
c) Pajak Hiburan 
d) Pajak Reklame 
e) Pajak Penerangan Jalan 
f) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian 
Golongan C 
g) Pajak Parkir  
b. Kriteria pajak daerah (Kesit, 2003:2) secara spesifik diuraikan oleh K. 
J. Davey (1988) “Financing Regional Government” yang terdiri dari 4 
hal: 
1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan 
pengaturan dari daerah. 
2) Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi 
penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah. 
3) Pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah. 
4) Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat 
tetapi pungutannya diberikan kepada pemerintah daerah. 
c. Kriteria Efektifitas Pajak Daerah 
1) Kecukupan Elastisitas 
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 Sumber tersebut harus menghasilkan pendapatan yang lebih besar 
dibandingkan seluruh atau sebagian biaya yang akan dikeluarkan. 
Elastisitas diukur dengan membandingkan hasil penerimaan selama 
beberapa tahun dengan perubahan-perubahan yang terjadi. 
2) Keadilan 
Pajak sebagai alat redistribusi pendapatan. 
3) Kemampuan Administratif 
Adanya dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pajak. 
4) Kesepakatan Politis 
Mengenakan pajak, menetapkan struktur tarif, siapa yang 
dibayar dan membayarnya dan bagaimana ditetapkan, cara 
memungutnya, dan sanksi yang dikenakan jika terjadi pelanggaran 
dibidang perpajakan. 
4. Pengertian Pajak Reklame 
Pajak reklame adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan 
reklame. Sedangkan pengertian reklame adalah benda, alat atau perbuatan 
yang menurut bentuk, susunan dari atau corak atau ragamnya 
dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan 
suatu barang, jasa atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum 
kepada suatu barang, jasa atau seseorang yang ditempatkan atau dapat 




5. Subyek dan Obyek Pajak Reklame 
a. Subyek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang 
menyelenggarakan atau memasang reklame. 
b. Obyek pajak reklame adalah semua penyelenggara pajak reklame. 
Jenis/obyek  reklame adalah sebagai berikut: 
1) Reklame Papan (Billboard) 
Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, 
kertas, plastik, fibre glass, kaca, batu, logam, alat penyinar atau 
bahan lain yang sejenis yang berbentuk lampu pijar atau alat lain 
yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri 
sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan. 
2) Reklame Kain 
Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, 
plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu. 
3) Reklame Melekat (Stiker) 
Reklame yang berbentuk lembaran lepas,diselenggarakan dengan 
cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, 
dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda milik pribadi 
lain dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 m² perlembar. 
4) Reklame Selebaran 
Reklame yang berbentuk lembaran lepas, dengan ketentuan tidak 
untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu 
benda lain. 
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5) Reklame Berjalan 
Reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame 
berkeliling oleh orang berjalan kaki. 
6) Reklame Kendaraan 
Reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang 
digerakkan oleh tenaga hewan atau tenaga makanik selain yang 
tersebut pada angka 4,5 di atas. 
7) Reklame Peragaan 
Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu 
barang dengan atau tanpa disertai suara. 
8) Reklame Udara 
Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, 
pasawat atau alat lain yang sejenis. 
9) Reklame Suara 
Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata 
yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dan atau oleh 
perantara alat atau pesawat apapun. 
10) Reklame Film/Slide 
Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise 
berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, 
sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar 
atau benda lain atau dipancarkan dan atau diperagakan melalui 
pesawat televisi. 
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 Dikecualikan dari obyek pajak reklame adalah: 
a) Reklame yang dibuat atau diadakan oleh pemerintah. 
b) Reklame yang menurut pertimbangan dibuat untuk maksud 
amal dan untuk kepentingan umum untuk jangka waktu 
tertentu. 
c) Reklame yang diselenggarakan partai atau golongan politik 
sesuai dengan fungsinya. 
6. Dasar Pengenaan Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame 
a. Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame. 
b. Nilai sewa reklame dihitung dengan menjumlahkan nilai strategis dan 
NJOP reklame. 
c. Tarif dasar nilai strategis ditetapkan dengan Keputusan Walikota 
Nomor 03/Drt/1999 tanggal 27 Desember 1999. 
d. Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 20% dari nilai sewa reklame. 
7. Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Reklame 
a. Izin memasang reklame diperoleh dengan cara mengajukan 
permohonan tertulis di atas formulir yang telah disediakan DPPKA 
Surakarta, yang berisi uraian sebagai berikut: 
1) Nama dan alamat pemohon. 
2) Jenis, bahan, dan perlengkapan reklame. 
3) Ukuran reklame dan ketinggian reklame. 
4) Bunyi, isi, naskah gambar atau foto reklame. 
5) Tempat pemasangan reklame. 
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6) Posisi reklame yang dipasang. 
7) Surat kuasa dari perusahaan apabila pemohon reklame 
diserahkan pada pihak lain. 
8) Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu. 
a) Untuk memasang reklame di atas tanah atau gedung atau 
bangunan milik dan atau dikuasai pemerintah atau BUMN 
atau BUMD harus dilampirkan surat persetujuan dari 
pemilik yang bersangkutan. 
b) Untuk memasang reklame di atas tanah atau gedung atau 
bangunan milik swasta atau badan perorangan harus 
dilampirkan surat persetujuan dari pemilik yang 
bersangkutan. 
c) Atas surat permohonan izin bagi reklame jenis billboard, 
papan atau yang sejenis yang dibuat dengan bahan dan 
perlengkapan apapun juga yang didirikan di atas tanah atau 
gedung atau bangunan disertakan pula gambar konstruksi 
reklame yang bersangkutan. 
d) Surat permohonan izin beserta berkas-berkas diserahkan 
atau dikirim kepada petugas DPPKA atau melalui unit 
pelayanan terpadu. 
8. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Reklame 
a. Pembayaran reklame dilakukan dimuka melalui DPPKA Surakarta 
sesuai waktu yang ditentukan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, 
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Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Kurang Bayar Tambahan dan Surat Tagihan Pajak Daerah 
dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah atau dokumen lain 
yang dipersamakan. 
b. Penyelenggara reklame wajib membayar uang jaminan pembongkaran 
reklame yaitu uang titipan dari pemasang reklame yang digunakan 
sebagai jaminan selama penyelenggaraan reklame. 
c. Setiap penyelenggaraan reklame akan diterbitkan surat keputusan oleh 
Dipenda atau pejabat yang ditunjuk yaitu surat ketetapan pajak daerah. 
d. Setiap pelunasan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran 
yang sah. 
9. Pelaksanaan Pajak Reklame 
a. Pemasangan reklame baru boleh dilakukan setelah mendapat izin 
reklame dan pajak retribusinya dibayar penuh. 
b. Diberi tanda lunas reklame yang dipasang di tempat reklame yang 
bersangkutan atau tempat lain yang mudah untuk diadakan 
pemeriksaan. 
c. Bentuk, ukuran, cara pemasangan tanda lunas pajak reklame diatur 






B. PEMBAHASAN  
1. Jenis Pelanggaran Penyelenggaraan Reklame 
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, terdapat 2  jenis pelanggaran 
penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh Wajib Pajak, yaitu. 
a. Pelanggaran Ijin Reklame 
Berdasarkan Keputusan Walikotamadya KDH Tingkat II 
Surakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Keputusan 
Walikotamadya KDH Tingkat II Surakarta Nomor 03/DRT/1999 
tentang Pedoman Pelaksanaan Reklame, bahwa setiap penyelenggara 
reklame harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Walikota 
Surakarta. Pada kenyataannya, hal ini tidak sepenuhnya dilakukan oleh 
Wajib Pajak Reklame di Kota Surakarta karena masih banyak reklame 
yang dipasang tanpa melalui permohonan ijin terlebih dahulu. 
Wajib Pajak Reklame masih enggan melakukan permohonan ijin 
pemasangan reklame karena kurangnya kesadaran masyarakat  sebagai 
Wajib Pajak itu sendiri. Mereka tidak menyadari, bahwa pajak yang 
mereka bayarkan untuk kepentingan Negara. 
Bagi Wajib Pajak Reklame ( khususnya reklame board ) yang 
tidak melakukan ijin permohonan penyelenggaraan reklame, akan 
diedarkan Surat Ketetapan Pajak Reklame yang kemudian ke Surat 
Teguran, lalu Surat Paksa dan Surat Perintah Pembongkaran apabila 
Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran pajak reklame. Pada 
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reklame tersebut akan ditempeli stiker “ REKLAME INI BELUM 
BERIJIN “ (lampiran) oleh tim penertib reklame dari DPPKA. 
b. Pelanggaran Penempatan Reklame 
Berdasarkan Keputusan Walikotamadya KDH Tingkat II 
Surakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Keputusan 
Walikotamadya KDH Tingkat II Surakarta Nomor 03/DRT/1999 
tentang Pedoman Pelaksanaan Reklame, juga menjelaskan bahwa  
tempat pemasangan reklame tidak boleh menimbulkan gangguan 
ketertiban umum, kesehatan, dan keindahan kota. Pada kenyataannya, 
berdasarkan survey lapangan yang dilakukan, banyak terdapat 
penyelenggaraan reklame yang melanggar aturan tersebut. Sebagai 
contoh pemasangan reklame pada tempat-tempat berikut ini. 
1) Pemasangan reklame pada tiang listrik. (lampiran) 
2) Pemasangan reklame pada batang pohon. (lampiran) 
Pemasangan reklame juga tidak boleh dilakukan pada kawasan-
kawasan tertentu, diantaranya : 
1) Di depan pasar (kecuali ada rekomendasi dari Dinas Pengelolaan 
Pasar), 
2) Di kawasan konservasi, 
3) Di dekat traffic light, 
4) Jalan yang crowded, 
5) White area (kawasan bebas reklame). 
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Berdasarkan Keputusan Walikotamadya KDH Tingkat II Surakarta 
Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Keputusan Walikotamadya KDH 
Tingkat II Surakarta Nomor 03/DRT/1999 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Reklame, wajib pajak yang melakukan pelanggaran penyelenggaraan 
reklame akan dikenakan sanksi sebesar 2% ( dua persen ) dihitung dari 
pajak yang kurang bayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling 
lama 24 bulan dihitung sejak saat terutang pajak setelah SKPD 
dikeluarkan. Pada kenyataannya, sanksi tegas yang diberikan pihak 
DPPKA tersebut tidak dilaksanakan. Untuk wajib pajak yang melakukan 
pelanggaran perijinan penyelenggaraan reklame tahunan, apabila dalam 
jangka waktu 3-7 hari wajib pajak tidak melakukan perijinan, maka 
reklame tersebut akan dilepas dan kemudian dilakukan pembongkaran. 
Sedangkan wajib pajak yang melakukan pelanggaran perpanjangan 
penyelenggaraan reklame tahunan, apabila dalam jangka waktu 7 hari 
sebelum jatuh tempo tidak melakukan pembayaran perpanjangan, maka 
wajib pajak akan diberikan Surat Pemberitahuan dan kemudian reklame 
tersebut akan ditempeli stiker   “ REKLAME INI BELUM BERIJIN “. 
 
2. Dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penyelenggaraan 
reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta. 
Banyaknya pelanggaran penyelenggaraan reklame akan menjadikan 
kota semakin tidak indah, tidak rapi, dan terkesan kota seperti ‘hutan 
reklame’. Mulai dari pemasangan reklame yang melanggar peraturan 
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penempatan reklame sampai keterlambatan masyarakat sebagai Wajib 
Pajak dalam membayar pajak reklame baik pemasangan baru ataupun 
perpanjangan. 
Pelanggaran penyelenggaran reklame akan mengakibatkan hilangnya 
potensi pendapatan dari sektor pajak reklame sebesar ketetapan pajak 
tersebut, sehingga menimbulkan kerugian daerah dalam sektor pajak 
reklame. Hilangnya potensi pendapatan tersebut membuat kurang 
optimalnya pelaksanaan pembangunan daerah yang dilakukan pemerintah 
daerah yang berupa sarana dan prasarana ataupun berupa fasilitas dan 
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. 
Pihak DPPKA Kota Surakarta hanya berharap pada tingkat kepatuhan 
masyarakat sebagai Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajaknya 
dan tentunya tingkat kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak. Dengan 
demikian, dapat terealisasinya pajak reklame sesuai target yang telah 
ditetapkan pihak DPPKA untuk kepentingan Negara. 
Keberhasilan suatu daerah dapat diukur dengan melihat kemampuan 
daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 
kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak reklame 
merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang cukup potensial. 
Penerimaan pajak reklame dapat diketahui dengan pebandingan target dan 
realisasi penerimaan pajak reklame. Target pajak reklame adalah 
kemampuan maksimum yang ingin dicapai dari penerimaan pajak reklame, 
sedangkan realisasi merupakan hasil pungutan dari penerimaan pajak 
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reklame. Setelah periode tersebut, penetapan target ini ditentukan 
berdasarkan realisasi tahun sebelumnya dengan memperhatikan potensi 
yang ada pada pajak reklame tersebut dan juga dinaikkan maksimal 
dengan 10% dari target pajak reklame yang sudah disahkan oleh DPRD. 
Berikut adalah tabel yang menyajikan perbandingan antara target yang 
telah ditetapkan dengan realisasi penerimaan pajak reklame dalam kurun  
waktu 5 tahun (2005-2009). 
Tabel I.1 
Target dan Realisasi  Pajak Reklame 
Tahun Anggaran 2005-2009 





















Sumber : DPPKA Kota Surakarta  
 




Ratio =  
Keterangan: 
RPPR = Realisasi Penerimaan Pajak Reklame. 
TPPR = Target Penerimaan Pajak Reklame. 
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Dari penghitungan ratio di atas. Dapat dikatakan bahwa selama kurun 
waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2005-2009, perkembangan pajak 
reklame selalu mengalami naik-turun dari tahun ke tahun. Pada tahun 
2005, penerimaan pajak reklame sebesar Rp.2.319.096.340,00, bila 
dibandingkan dengan targetnya sebesar Rp.3.702.000.000,00 dengan ratio 
hanya tercapai 62,64 %. Begitu pula untuk tahun 2006, juga belum 
memenuhi target yang ditetapkan sebesar Rp.3.702.000.000,00 dan hanya 
bisa terealisasi Rp.3.579.599.930,00. Akan tetapi, terjadi peningkatan ratio 
dari 62,64 % pada tahun 2005 menjadi 96,69 % pada tahun 2006. 
Meskipun pihak DPPKA tidak menaikkan target dari tahun sebelumnya, 
pada kenyataannya mampu menaikkan pandapatan pajak reklame. Hal ini 
terjadi karena keberhasilan upaya-upaya DPPKA dalam meningkatkan 
pendapatan pajak reklame dan mengurangi pelanggaran-pelanggaran 
reklame. Untuk tahun 2007 terjadi lagi kenaikan ratio sebesar 4,06 % dari 
tahun 2006, bahkan pada tahun 2007 dari target sebesar 
Rp.3.416.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp.3.441.757.063,00. 
Begitu pula untuk tahun 2008, juga mencapai realisasi sebesar Rp. 
3.527.909.910,00 dari target sebesar Rp. 3.450.000.000,00 dengan ratio 
sebesar 102.26%. 
Akan tetapi, pada tahun 2009 mengalami penurunan pencapaian ratio 
sebesar 16,70% bahkan realisasi sebesar Rp. 3.850.377.341,00 tidak bisa 
mencapai target sebesar Rp. 4.500.000.000,00 dengan ratio sebesar 
85,56%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2009 di Indonesia diadakan 
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Kampanye PEMILU Presiden, sehingga menyebabkan banyaknya 
penyelenggaran reklame yang belum berijin atau legal. Dampak inilah 
yang kemudian menjadikan pendapatan pajak reklame di Kota Surakarta 
mengalami penurunan, selain tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri 
sebagai Wajib Pajak 
Di atas telah dijelaskan bahwa Pajak reklame merupakan salah satu 
komponen pajak yang cukup potensial dalam menyumbang Pendapatan 
Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang 
diperoleh dari sumber-sumber dari wilayahnya sendiri yang sesuai dengan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Untuk menghitung besarnya kontribusi pajak reklame terhadap PAD 




Kontribusi =  
Keterangan: 
RPPR    = Realisasi Penerimaan Pajak Reklame. 
RPPAD  = Realisasi Penerimaan PAD. 
Berikut ini adalah perhitungan mengenai kontribusi pajak reklame 
terhadap PAD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2005-2009: 
 
Tahun 2005: 2.319.096.340 X 100% = 3,51% 
        66.052.438.987 
 
 Tahun 2006: 3.579.599.930  X 100% = 4,56% 
            78.585.751.288 
 
 Tahun 2007: 3.441.757.063 X 100% = 3,85% 
           89.430.977.982 
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 Tahun 2008: 3.527.909.910 X 100% = 6,46% 
         54.599.621.593 
 




Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD Kota Surakarta 
Tahun Anggaran 2005-2009 





















Sumber : DPPKA Kota Surakarta  
Kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap PAD Surakarta selama 
5 tahun terakhir yaitu untuk tahun anggaran 2005-2009 dapat dikatakan 
relatif besar yakni rata-rata sebesar 5,03% tiap tahun. Tahun 2005 
kontribusi pajak reklame sebesar  3,51% dari PAD, kemudian Tahun 2006 
mengalami kenaikan menjadi 4,56%.Akan tetapi pada tahun 2007, 
mngalami penurunan sebesar 0,71% dari 4,56% pada tahun 2006 menjadi 
3,85% pada tahun 2007. Kenaikan kemudian terjadi lagi untuk Tahun 
2008 yaitu dari 3,85% menjadi 6,46%.  
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Kenaikan kontribusi pajak reklame sebesar 2,61% untuk tahun 2008 
ini merupakan bukti keberhasilan DPPKA Kota Surakarta dalam upaya 
menertibkan pelanggaran reklame illegal. DPPKA Kota Surakarta juga 
berhasil dalam peningkatan kontribusi pajak reklame setelah tahun 
sebelumnya mengalami penurunan. Pihak Pemerintah Daerah khususnya 
DPPKA Surakarta telah melakukan upaya guna mengatasi hal tersebut 
dengan sistem lelang untuk pemasangan reklame di atas tanah negara. 
Penghitungan pajak reklame dengan tarif 100% dari nilai strategis untuk 
tanah negara ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tanah pribadi atau 
swasta yang hanya sebesar 60% dari nilai strategis. Melakukan pendataan 
ulang terhadap subyek dan obyek pajak reklame secara berkala guna 
mengetahui reklame legal dan mengenakan sanksi tambahan pajak sebesar 
100% dari pokok pajak dan sanksi pidana apabila dalam pendataan telah 
ditemukan penyelenggara reklame yang dilakukan tanpa izin terlebih 
dahulu dari Walikota. Begitu pula pada tahun 2009 terjadi kenaikan 
sebesar 0.23% dari tahun 2008.  
 
3. Upaya dan Hambatan yang Ditemui DPPKA Surakarta Dalam Usaha 
Mengurangi Pelanggaran Penyelenggaraan Reklame di Kota 
Surakarta. 
Berdasarkan pelanggaran-pelanggaran di atas, pihak DPPKA 
mempunyai upaya-upaya efektif yang dilakukan untuk memaksimalkan 
potensi pajak reklame, diantaranya sebagai berikut. 
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a. Penyuluhan kepada masyarakat 
Pihak DPPKA telah melakukan penyuluhan di berbagai tempat di 5 
wilayah Kecamatan Kota Surakarta tentang pajak reklame maupun 
pajak-pajak lainnya. Hal ini ditujukan agar tidak ada lagi alasan bagi 
Wajib Pajak Reklame yang melanggar dengan alasan tidak mengetahui 
ketentuan dan tata cara pemasangan reklame. 
b. Memberikan fasilitas /pelayanan lebih di Kantor DPPKA Kota 
Surakarta 
DPPKA Kota Surakarta menyadari bahwa hal utama yang 
menyebabkan Wajib Pajak untuk tidak melapor terlebih dahulu dalam 
memasang reklame adalah keengganan Wajib Pajak untuk datang ke 
Kantor DPPKA, karena tingkat kesadaran masyarakat sebagai Wajib 
Pajak itu sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak DPPKA 
memberikan fasilitas/pelayanan yang lebih ditujukan kepada Wajib 
Pajak, seperti meminta pegawainya mendalami bahasa jawa, hal 
tersebut bertujuan untuk melayani Wajib Pajak yang tidak fasih dalam 
menggunakan bahasa Indonesia. Pada hari-hari tertentu pihak DPPKA 
juga menyediakan jajanan khas Surakarta secara gratis kepada Wajib 
Pajak. 
c. Safari reklame oleh Tim Penertib 
Safari Reklame merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Tim 
Penertib Reklame dengan cara memantau reklame-reklame yang 
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terpasang di 5 Kecamatan Kota Surakarta, yaitu Jebres, Banjarsari, 
Laweyan, Pasar Kliwon, Serengan. Dengan demikian, akan diketahui 
pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak reklame. Safari Reklame 
dilakukan 2x dalam seminggu. Tetapi, ada pula Tim Penertib yang 
setiap harinya berkeliling langsung menertibkan pemasangan reklame 
yang melanggar ketentuan untuk semua jenis reklame, dengan 
langsung membongkarnya. 
d. Membentuk kelompok kerja T2LPD (Tim Tehnis Lapangan 
Pendapatan Daerah) 
Tim ini mempunyai wilayah obyek pajak/retribusi disetiap 
Kecamatan yang diketuai oleh Koordinator Wilayah, yang mempunyai 
tugas menegakkan tiga pilar pendapatan daerah yaitu: pendataan, 
penetapan, dan penagihan. 
e. Menjalin kemitraan dengan pihak swasta 
Keterlibatan sektor swasta dalam penyelenggaraan pelayanan 
publik merupakan salah satu solusi efektif dalam meningkatkan 
kualitas pelayanan yang bermuara pada peningkatan pendapatan. 
DPPKA Kota Surakarta dalam menjalin kemitraan  dengan swasta 
telah melakukan beberapa hal sebagai berikut. 
1) Kebijakan Pengelolaan pajak reklame in door 
Kerjasama pemungutan pajak reklame in door yang selama ini 
belum terpungut, diharapkan dapat merubah image masyarakat 
tehadap pengertian reklame in door. Bentuk kerjasama manajemen 
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pengelolaan reklame in door lebih bersifat operasional 
penagihannya yang secara tegas belum diatur ketentuan Peraturan 
Pemerintah-nya. 
2) Kebijakan pengelolaan reklame 
Kerjasama pemberian hak pengelolaan titik reklame untuk 
jangka waktu tertentu dengan cara menyewakan lokasi strategis 
untuk pemasangan reklame dengan sistem pelelangan terbuka. 
3) Kebijakan pendataan potensi 
Kerjasama pendataan potensi yang dilakukan lembaga 
Perguruan Tinggi, dengan maksud untuk menjamin obyektifitas 
hasil pendataan, dan diharapkan dapat membuka wacana 
transparansi kepada sektor swasta. 
Di samping upaya-upaya di atas, pihak DPPKA Kota Surakarta juga 
melaksanakan Strategi efektif sebagai upaya mengurangi pelanggaran 
penyelenggaraan reklame dan untuk meningkatkan pendapatan daerah. 
Strategi efektif yang dlaksanakan adalah sebagai berikut. 
a) Strategi efektif yang muncul dari luar 
Sebelum jatuh tempo, penyelenggara diberitahu untuk segera 
melunasi pembayaran pajaknya, apabila tidak memenuhi maka akan 
diberi Surat Teguran sampai Surat Pembongkaran. 
1) Untuk Wajib Pajak yang berdomisili di luar kota, maka akan 
dihubungi via telepon atau surat. 
2) Mengenai masalah perijinan yang sudah kadaluarsa dan tidak 
segera dimintakan perpanjangan ijin oleh pemiliknya tetapi masih 
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dipasang, maka ijin tersebut akan dicabut dan reklame yang masih 
dipasang akan dihentikan dan dibongkar. 
b) Strategi efektif yang muncul dari dalam 
1) Melakukan pembongkaran reklame secara bertahap dan 
diupayakan mendatangkan peralatan yang lengkap seperti 
buldozer, truk, dan alat berat lainnya. 
2) Mengusahakan kerjasama antara DPPKA, pengusaha dan biro 
iklan agar pemasangan reklame tidak memenuhi hambatan yang 
berarti. 
3) Dengan dibentuknya Tim Penertib dan Monitoring Reklame. 
Di balik upaya mengurangi pelanggaran dan memaksimalkan 
penyelenggaraan reklame di Kota Surakarta, pihak DPPKA mempunyai 
beberapa hambatan yang diantaranya adalah sebagai berikut. 
a. Di dalam penyuluhan kepada masyarakat, hambatan yang 
ditemui DPPKA adalah kesadaran masyarakat sebagai Wajib 
Pajak reklame yang kurang. Wajib Pajak tidak melapor terlebih 
dahulu sebelum melakukan pemasangan reklame. Mereka tidak 
menyadari bahwa pajak yang mereka bayarkan untuk 
kepentingan bersama. Di samping itu, banyak masyarakat 
sebagai Wajib Pajak reklame yang merupakan kalangan ke 
bawah, dimana penghasilan mereka rata-rata hanya cukup 
makan sehari-hari dan merasa keberatan dengan jumlah pajak 
yang terutang. 
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b. Di dalam safari reklame oleh Tim Penertib, hambatan yang 
ditemui DPPKA adalah terbatasnya sarana dan prasarana dalam 
menertiban pelanggaran penyelenggaraan reklame. 
c. Di dalam menjalin kemitraan dengan pihak swasta, hambatan 
yang ditemui DPPKA adalah adanya pelimpahan kewajiban 
untuk membayar pajak reklame antara pengusaha dengan biro 





Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat 
ditemukan adanya kelebihan dan kelemahan pada kinerja DPPKA dalam 
upaya mengurangi pelanggaran penyelenggaraan reklame di Kota 
Surakarta. 
A. KELEBIHAN 
1. Pihak DPPKA memberikan fasilitas/pelayanan yang lebih ditujukan 
kepada Wajib Pajak. Sebagai upaya memberikan kenyamanan bagi 
Wajib Pajak yang diharapkan akan meningkatkan jumlah Wajib 
Pajak. 
2. Safari Reklame yang dilakukan oleh Tim Penertib Reklame dengan 
cara memantau reklame-reklame yang terpasang di 5 Kecamatan 
Kota Surakarta, yaitu Jebres, Banjarsari, Laweyan, Pasar Kliwon, 
Serengan. Dengan begitu akan diketahui pelanggaran yang dilakukan 
oleh Wajib Pajak reklame. 
3. Keterlibatan sektor swasta dalam penyelenggaraan pelayanan publik 
dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang bermuara pada 
peningkatan pendapatan. DPPKA Kota Surakarta. 
4. Sebelum jatuh tempo, penyelenggara reklame diberitahu untuk 
segera melunasi pembayaran pajaknya, apabila tidak memenuhi 
maka akan diberi Surat Teguran sampai Surat Pembongkaran. 
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5. Kerjasama antara DPPKA, pengusaha dan biro iklan agar 
pemasangan reklame tidak memenuhi hambatan yang berarti. 
 
B. KELEMAHAN 
1. Masyarakat sebagai Wajib Pajak reklame kurang kesadaran dan kurang 
pengetahuan tentang Perda Pajak Reklame dalam melakukan kewajiban 
membayar pajak reklame.  
2. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam penertiban pelanggaran 
penyelenggaraan reklame. 
3. Adanya pelimpahan kewajiban untuk membayar pajak reklame antara 
pengusaha dengan biro iklan yang tidak diketahui secara jelas statusnya. 
4. Sanksi yang diberikan Pihak DPPKA, sekarang tidak dikenakan. 
5. Terjadinya penurunan drastis kontribusi pajak reklame pada tahun 2009 










1. Jenis Pelanggaran Penyelenggaraan Reklame 
a. Pelanggaran Ijin Reklame 
Wajib Pajak Reklame ( khususnya reklame board ) yang tidak 
melakukan ijin permohonan penyelenggaraan reklame, akan diedarkan 
Surat Ketetapan Pajak Reklame yang berlanjut ke Surat Teguran, 
kemudian Surat Paksa dan Surat Perintah Pembongkaran apabila 
Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran pajak reklame. Pada 
reklame tersebut akan dibubuhi stiker  “REKLAME INI BELUM 
BERIJIN “ oleh tim penertib reklame dari DPPKA Kota Surakarta. 
b. Pelanggaran Penempatan Reklame 
Pemasangan reklame pada tiang listrik dan di batang pohon 
dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum, kesehatan, dan 
keindahan kota. Tempat pemasangan reklame tidak boleh dilakukan 
pada kawasan-kawasan tertentu, diantaranya : 
6) Di depan pasar (kecuali ada rekomendasi dari Dinas Pengelolaan 
Pasar), 
7) Di kawasan konservasi, 
8) Di dekat traffic light, 
9) Jalan yang crowded, 




2. Dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penyelenggaraan reklame 
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta. 
Pelanggaran penyelenggaran reklame akan mengakibatkan hilangnya 
potensi pendapatan dari sektor pajak reklame sebesar ketetapan pajak 
tersebut, sehingga menimbulkan kerugian daerah dalam sektor pajak 
reklame. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang penulis lakukan, 
mengenai perbandingan ratio target dan realisasi pajak reklame dari tahun 
2005-2009 terjadi kenaikan dari tahun ke tahun, hanya pada tahun 2009 
mengalami penurunan pencapaian ratio sebesar 16,70%. Hal ini 
dikarenakan pada tahun 2009 di Indonesia diadakan Kampanye PEMILU 
Presiden, sehingga menyebabkan banyaknya penyelenggaran reklame 
yang belum berijin atau legal. Dampak inilah yang kemudian menjadikan 
pendapatan pajak reklame di Kota Surakarta mengalami penurunan, selain 
tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri sebagai Wajib Pajak 
Penulis juga menarik kesimpulan bahwa kontribusi yang diberikan 
oleh pajak reklame terhadap PAD Kota Surakarta tahun anggaran 2005-
2009 cukup besar dengan rata-rata 5,03% tiap tahun meskipun tidak selalu 
mengalami peningkatan. Berdasar perhitungan ratio kontribusi pajak 
reklame terhadap PAD terjadi penurunan sebesar 0,71% untuk tahun 2007 
dan mengalami peningkatan kembali untuk tahun 2008 sebesar 2,61% dan 




3. Upaya dan Hambatan yang Ditemui DPKA Kota Surakarta Dalam Usaha 
Mengurangi Pelanggaran Penyelenggaraan Reklame di Kota Surakarta. 
Pihak DPPKA Kota Surakarta mempunyai upaya-upaya efektif 
yang dilakukan untuk memaksimalkan potensi pajak reklame, diantaranya 
sebagai berikut. 
a. Upaya efektif yang muncul dari luar. 
1) Untuk Wajib Pajak yang berdomisili di luar kota, maka 
akan dihubungi via telepon atau surat. 
2) Mengenai masalah perijinan yang sudah kadaluarsa dan 
tidak segera dimintakan perpanjangan ijin oleh 
pemiliknya tetapi masih dipasang, maka ijin tersebut 
akan dicabut dan reklame yang masih dipasang akan 
dihentikan dan dibongkar. 
b. Upaya efektif yang muncul dari dalam. 
2) Melakukan pembongkaran reklame secara bertahap dan 
diupayakan mendatangkan peralatan yang lengkap 
seperti buldozer, truk, dan alat berat lainnya. 
3) Mengusahakan kerjasama antara DPPKA, pengusaha 
dan biro iklan agar pemasangan reklame tidak 
memenuhi hambatan yang berarti. 
4) Dengan dibentuknya Tim Penertib dan Monitoring 
Reklame. 
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Di balik upaya mengurangi pelanggaran dan memaksimalkan 
penyelenggaraan reklame di Kota Surakarta, pihak DPPKA mempunyai 
beberapa hambatan yang diantaranya adalah sebagai berikut. 
a. Hambatan yang muncul dari luar. 
1) Adanya kesulitan menghubungi wajib pajak yang 
berdomisili di luar kota. 
2) Adanya perijinan pemasangan reklame yang sudah 
kadaluwarsa, tetapi masih tetap terpasang. 
b. Hambatan yang muncul dari dalam. 
1) Terbatasnya personel lapangan, sarana prasarana, dalam 
mengawasi pelaksanaan dan penertiban pajak reklame. 
2) Adanya pelimpahan kewajiban untuk membayar pajak 
reklame antara pengusaha dengan biro iklan yang tidak 
diketahui secara jelas statusnya. 
 
B. SARAN 
Berdasarkan kelemahan dari temuan, penulis dapat memberikan saran 
sebagai berikut:  
1. Mengefektifkan kinerja tim monitoring untuk melakukan pendataan 
reklame mana saja yang sudah melunasi pajak maupun yang belum. 
2. Penambahan jumlah personil lapangan sebagai pengawas untuk melakukan 
monitoring terhadap pelaksanaan pajak reklame. 
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3. Mengefektifkan tim penertib reklame untuk melakukan tindakan tegas 
terhadap pelanggaran penyelenggaraan reklame 
4. Peningkatan pelayanan dari petugas pajak. Dengan adanya pelayanan yang 
baik akan meningkatkan tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam membayar 
pajak serta memberikan pengertian mengenai tujuan membayar pajak dan 
dampak-dampak yang akan ditimbulkan akibat adanya pelanggaran di 
bidang perpajakan. 
5. Menambah sarana dan prasarana untuk memperlancar pelaksanaan pajak 
reklame dan penertibannya. 
6. Melakukan kerjasama antara DPPKA, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, 
Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Tata Ruang Kota dalam pengaturan 
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